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Abstract  
The enactment  of  Amendment  Act  No.30 year of  2004 intoAct  No.2 of  2014,  gave 
rise  to a new agency cal led the  Notary Honorary Assembly  who has the  tasks of 
guidancewhereas regulated in Art ic le  66A Paragraph (1 ).  On the  other hand 
pursuant  to Art ic le  1 paragraph  (6 ) of  the  men t ioned Notary  Supervisory  assembly  
has the  authori ty  and obl igat ion to implement  the  guidance and supervision of 
Notary .  Juridical  impl icat ions that happened was a conf l ic t  between the  provisions 
of  norms in the  provisions of  Art ic le  1 paragraph(6),  Art ic le  66A and Art ic le 67 Act 
No.  2 of  2014 on the  A mendment  of  Act  No.30 of  2004.  Using The normative  legal 
research methods legislat ion approach (Statue  Approach) and Approach Analysis of  
Legal  Concepts (Analyt ical  Conceptual  Approach),  the  author wi l l  analyze  the  
juridical  scope of  authori ty  of  the  exist ence of the Notary  HonoraryAssembly  and 
Notary  SupervisioryAssembly  and legal  authority  of  the  funct ion of  the  Honorary 
Counci l  of  Notary wi thin the  insti tut ion notary so there is no conf lic t of  authori ty 
between the  two inst i tut ions the notary .  
Keywords: Juridical  Impl icat ions,  legal i ty , authori ty ,  Notary  Honorary 
Assembly .   
 
Abstrak 
Diundangkannya UU Perubahan Atas Undang -Undang No.30 Tahun 2004 yaitu 
Undang Undang No.2 Tahun 2014,  memunculkan lembaga baru yang di sebut  Majel is 
Kehormatan Notaris yang memp unyai  tugas melaksanakan pembinaan sebagaiman 
diatur dalam Pasal  66A ayat (1). Disi si  lain berdasarkan Pasal  1 angka (6) mengenai  
Majel is Pengawas Notaris disebutkan mempunyai  kewenangan dan kewaj iban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Not aris.  Impl ikasi  yuridis yang 
terjadi  adalah adanya pertentangan norma antara ketentuan yang diatur dalam 
ketentuan Pasal  1 Angka (6 ),  Pasal  66A dan pasal  67Undang -Undang No.2 Tahun  
2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang No.30 Tahun 2004. Dengan metode 
penel i tian hukum normati f  dengan pendekatan perundang-undangan (Statue 
Approach) dan  Pendekatan Anal isis Konsep Hukum (Anal i t ical  Conceptual  
Approach),  penul is akan menganal isa  ruang l ingkup kewenangan keberadaan Majelis 
Pengawas Notaris dan Majel is Pengawas Notaris serta legal i tas kewenangan fungsi  
Majel is Kehormatan Notaris dalam lembaga notariat  sehingga t idak terjadi 
pertentangan kewenangan diantara kedua lembaga notariat  te rsebut .  
Kata Kunci :  Impl ikasi  yuridis, legal i tas, kewenangan,  Majel is Kehormatan 
Notaris .  
 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Lahirnya profesi  Notar is diawal i  
dengan  lah irnya profesi  scribae pada  
zaman  Romawi Kuno (Abad ke -II  dan  
ke-III  sesudah  maseh i)1.  Di  Indonesia , 
                                                        
1Anke Dwi Saputro,  2008,  Jati  Diri 
Notaris Indonesia Dulu,  Sekarang,  dan  
di  Masa Datang,  Gramedia  Pustaka,  
Jakarta , hal.  40.   
Notar is sudah dikenal  semen jak zaman  
Belanda,  ket ika  men jajah  Indonesia .  
Ist i lah  Notarisper tama kal i  dikenal  
dengan  ist ilah  “Notarius Publ icum”  
a tau disebut  juga “Notarius Publ icus” ,  
yang dalam bahasa  Romawi kata  
ter sebut  diber ikan  kepada orang -orang 
yang men jalankan  peker jaan  menul is .  
Zaman  kemerdekaan  lembaga 
A c ta  C o m i ta s  (2 0 1 6 )  2  :  1 6 3  –  1 8 0  
IS SN :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I  e - I SS N :  2 5 0 2 -7 5 7 3  
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kenotar ia tan  diakui  keberadaannya  
berdasarkan  asas konkordansi  yang 
dia tur  dalam Reglement  op Het  Notaries 
Ambt  in Nederlands Indie (staatsblad  
1860 No.3 ) a tau diken al  dengan  
Peraturan  Jabatan  Notar is.  Lembaga  
Kenotar iatan  adalah  sa lah  sa tu lembaga 
kemasyarakatan di  Indonesia , lembaga 
ini  t imbul  dari  kebutuhan  dalam 
pergaulan  sesama manusia  yang 
menghendaki  adanya suatu a la t  bukt i  
mengenai  hubungan  hukum keperdataan  
yang ada dan  atau ter jadi  dian tara  
mereka 2.Pada zaman  reformasi 
staatsblad 1860 No.3 ter sebut  dica but  
dimana lembaga jabatan  notar is 
kemudian  dia tur  dalam Undang -Undang 
No.30 Tahun  2004 yang selan jutnya  
un tuk saat in i  telah  dirubah dengan  
Undang Undang No.2  Tahun  2014 
(selan jutnya disebut  dengan UUJN).  
Kehadiran  UUJN menjadi  babak  
baru dalam dun ia kenotaria tan ,  dimana 
ada beberapa pasal  yang merupakan  
perkembangan  baru bagi  pelaksanaan  
jabatan  para  notaris,  sa lah  sa tunya  
adalah ben tuk pengawasan  dan  
pembinaan  yang dilakukan oleh  lembaga 
pengawas notar is.Berdasarkan  UUJN 
dalam pelaksanaan  pengawasan  tugas 
dan  jabatan ,  notar is dalam hal  ini  dibina  
dan  diawasi  oleh  Majel is  Pengawas  
yang diben tuk oleh  Menter i,  
sebagaimana dia tur  dalam Pasal  67 ayat  
(2)  yang berbun yi :  ”Dalam 
melaksanakan  pengawasan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1)  Menter i  
membentuk Majel is Pengawas”.   
Dalam Pasal  1 angka (6)  UUJN 
di jelaskan  bahwa Majel is Pengawas  
                                                        
2G.H.S Lumban  Tobing,  1999, 
Peraturan Jabatan Notaris ,  Er langga,  
Jakarta , hal 2.  
adalah suatu badan yang kewenangan  
dan  kewaji ban  un tuk melaksanakan  
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 
notar is.  Dimana menurut  Pasal  68 ayat  
(1)  Majel is Pengawas terdir i  atas 
Majel is  Pengawas Da erah ,  Majel is  
Pengawas Wila yah ,  dan  Majel is  
Pengawas Pusat .   
Terkait  dengan  pengawasan  dan 
pembinaan ,  sebelum adanya pengaturan  
lembaga pengawas notar is sebagaimana 
dia tur  dalam Undang-undang No.30 
tahun  2004,  pengawasan ,  pemer iksaan  
dan  pen ja tuhan  sanksi  di lakukan  oleh  
Badan  peradilan  yang berada di  ba wah  
Depar temen  Kehakiman  sebagaimana 
pernah  diatur  dalam pasal  140  
Regelement  op de  Rechtste li jke  
Organisat ie  en Het  Der just i t ie  (Stb.  
1847 No.  23),  pasal  96 Reglement  
Bui tengewesten ,  pasal  3 Ordonant ie  
Bui tengerechtel i jke  Verricht ingen -
Lem baran  Negara  1946 Nomor  135 dan  
Pasal  50 Peraturan  Jabatan  Notar is.  
Pengawasan  sebagaimana dimaksud 
kemudian  ber ubah  sei r ing perubahan  
kekuasaan  kehakiman  sebagimana yang 
dia tur  dalam Pasal 2 Undang -Undang 
No.4 tahun  2004 ten tang Kekuasaan  
Kehakiman  dan  Pasal  1 Undang -Undang 
No.5 tahun  2004 ten tang Mahkamah  
Agung.  Perubahan  kekuasaan kehakiman  
ter sebut  mem ba wa perubahan  pula  pada 
pengal ihan  kewenangan  pengawasan  
lembaga notar is.  
Sela in  itu karena pada pasal  91 
Undang-Undang No.30 tahun  
2004(UUJN) telah  mencabut  dan  
menyatakan  t idak ber laku lagi :  
1). Reglement op Het Notaris Ambt in 
Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah 
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diubah terakhir dalam Lembaran Negara 
Tahun 1945 Nomor 101;  
2). Ordonantie 16 September 1931 tentang 
Honorarium Notaris;  
3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 
tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris 
Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 700);  
4). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4379); dan  
5). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 
tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.  
Maka secara  otomat is se jak  
ber lakunya UUJN pengawasan  dan  
pembianaanyang semula  di lakukan  oleh  
lembaga peradi lan  dicabut  dan  digan ti  
oleh  UUJN dengan  menciptakan  
lembaga baru yang disebut  dengan  
Majel is Pengawas Notar is (selan jutnya  
disebut  dengan  MPN)  yang terdir i  dari  
Majel is Pengawas Pusat ,  Majel is  
Pengawas Wila yah  dan  Majel is  
pengawas Daerah ,  sebagaimana diatur  
dalam Pasal  67 UUJN.Disisi  la in  
perkembangan  saat  in i ,  dengan  
diundangkannya UU Perubahan  Atas 
UUJN yai tu Undang Undang No.2 Tahun  
2014,  muncul  lembaga baru yang 
disebut  Majel is Kehormatan  Notar is 
(selan jutnya disebut  MKN) yang 
mempunyai  tugas melaksanakan  
pembinaan ,  sesuai  dengan  Pasal  66A 
a yat  (1)  yang berbun yi :  “Dalam 
melaksanakan  pembinaan Menteri  
memben tuk Majel is Kehormatan  
Notar is” .   
Munculnya Majel is Kehormatan 
Notar is disin i  mengakibatkan  ter jadi  
tumpang t indih tugas dan  wewenang 
antara  Majel is Pengawas dan  Majel is  
Kehormatan  yang mana disini  
berdasarkan  UU Perubahan Atas UUJN 
Pasal  1 angka (6)  “Majel is Pengawas  
Notar is yang selan jutnya disebut  
Majel is Pengawas adalah  suatu badan  
yang mempunyai  kewenangan  dan  
kewaji ban  untuk melaksanakan  
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 
Notar is.  Sedangkan  disebutkan  dalam 
Pasal  66A ayat  (1) ,  “Dalam 
melaksanakan  pembinaan Menteri  
memben tuk Majel is Kehormatan  
Notar is” .  Permasalahan  yang muncul  
dikarenakan  kurang adanya batasan  
yang jelas an tara  pembinaan  yang 
di lakukan  baik itu oleh  Majel is  
Pengawas Notar is maupun  Majel is  
Kehormatan  Notaris.  Hal  in i  di tambah  
dalam UU Perubahan  Atas UUJN t idak  
terdapat  pen jelasan  mengenai  apa yang 
dimaksud dengan  Majel is Kehormatan  
Notar is i tu sendir i .   
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  la tar  belakang ter sebut  
dia tas maka h al-hal  yang dapat  dikaji  
sebagai  ber ikut  :  
1. Bagaimanakah ruang lingkup kewenangan 
keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan 
Majelis Pengawas Notaris? 
2. Bagaimanakah legalitas kewenangan fungsi 
Majelis Kehormatan Notaris dalam lembaga 
notariat. 
1.3 Tujuan Penel i t ian  
Penel i t ian  in i  secara  umum 
ber tujuan  un tuk menyumbangkan  
pemikiran  yang konsepsi onal  mengenai,  
substansi ,  mekan isme,  ser ta  legal itas 
kewenangan  yang dimil iki  oleh  Majel is  
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Kehormatan Notar is sebagai  peja bat  
publ ik  dalam pelaksanaan  tugas dan  
jabatan  pengawasan  dan  pembinaan  
notar is.  sedangkan  secara  khusus tujuan  
penel i t ian  in i  adalah :  
1.  Mengetahui dan  memahami  dasar  
kewenangan  dari  Majel is  
Kehormatan Notar is sebagaimana 
dia tur  dalam Undang-Undang No.2  
Tahun  2014;  
2.  Mengetahui  ruang l ingkup 
kewenangan  dan  akun tabi l i tas 
kewenangan  Majel is Kehormatan 
Notar is dalam melakukan 
pembinaaan  dan  pengawasan 
terhadap notar is dalam melakukan 
tugas dan  jabatannya  
3.  Untuk mengetahui  legal i tas 
kewenangan  Majel is Kehormatan 
Notar is dalam lembaga notar ia t  
1.4 Tinjauan Pustaka 
1.4.1 Notaris Sebagai  Pejabat Publik  
Dalam Pasal  1 angka 1 Undang -
Undang No.  30 Tahun  2004 ten tang 
Jabatan  Notar is disebutkan  bahwa :  
“Notar is adalah  pejabat  umum yang 
berwenang un tuk membuat  akta  oten t ik 
dan  kewenangan  la innya sebagaimana 
dimaksud dalam un dang-undang ini .”  
Dalam pasal  ter sebut  dapat  di l ihat 
bahwa Notar is merupakan  pejabat  umum 
yang diangkat,  diber i  wewenang dan  
kewaji ban  oleh  Negara  (pemer in tah ) 
un tuk melayan i  publ ik khususnya dalam 
bidang pembuatan  akta  oten t ik.  
Dikarenakan  jabatan  Notari s diatur  
secara  ter sendir i dalam suatu Undang -
undang khusus,  maka dapat  disimpulkan  
bahwa ja batan Notar is bukan lah  
Pega wai  Neger i  sebagaimana dimaksud 
dalam  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  
1974 jo Undang-Undang No 43 tahun  
1999 Ten tang Pokok Pokok  
Kepegawaian  yang sekarang sudah  
dicabut  dan  digan t i  dengan  Undang -
Undang No.5 tahun  2014 ten tang 
Aparatur  Sipi l  Negara ,  walaupun  
Notar is diangkat  dan  disumpah  oleh  
Negara  (pemer intah ).  
Ist i lah  Peja bat  Umum merupakan 
ter jemahan  dar i  Bahasa  Belanda yang 
disebut  dengan  Openbare Amtbtenaren  
dan  isti lah  ter sebut  juga di tuangkan  
dalam Peraturan  Jabatan  Notar is 
(Reglement  op Het  Notaris Ambt  in  
Nederlands Indie  (Staatblaad 1860:3 ))  
yang menun juk ist i lah  ter sebut  sebagai  
sebutan  Pejabat  Umum. 3Pasal  1 
Reglement  op Het  Notari s Ambt  in 
Nederlands Indie ,  menyebutkan  sebagai  
ber ikut  :  
De Notarissen zi jn openbare  
ambtenaren,  uitslui tend bevoegd,  om 
authent ieke  akten op te  maken wegens  
al le  handel ingen,  overeenkomsten en 
beschikkingen,  waarvan eene 
algemeene verordening gebiedt  of  de 
belanghebbenden verlangen,  dat bi j 
authent iek  geschrif t  bli jken zal , 
daarvan de dagtekenig te  verzekeren, 
de  akten in bewaring te  houden en 
daarvan grossen,  afschri f  akten en 
ui t treksels uit  te  geven; al les 
voorzoover het  opmaken dier akten 
door ene algemene verordening nie t 
ook aan andere  ambtenaren of  
personen opgedragen of  voorbehouden 
is.   
 
Terkait  batasan  yang dikemukakan 
oleh  Sr i  Winar i ter sebut  bahwa Peja bat  
umum mempunyai  karakter  yur idis yang 
berada dala  kerangka hukum publ ik,  
maka pejabat  umum yang dimaksud 
adalah  sama dengan  pejabat  publ ik.   Hal  
                                                        
3Lihat  ist ilah  Openbare 
Amtbtenaren yang terdapat  dalam Ar t . 1 
dalam Regelement  op Het  Notaris Ambt  
in Nederlands Indie  (Ord.  Van  Jan.  
1860) S.1860-3,  di ter jemahkan  men jadi  
Pejabat  Umum ol eh  G.H.S.  Lum ban  
Tobing,  op.ci t . ,  h .5 
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ini  dikarenakan  pejabat  yang dimaksud 
mempunyai  tugas yang berhubungan  
dengan  pemenuhan  kepen tingan  dari  
publ ik,  seh ingga tepat  jika  Openbare 
Ambtenaren diar t ikan  sebagai  Peja bat  
Publ ik.   
Khusus berkai tan  dengan  Openbare 
Ambtenaren yang di ter jemahkan  sebagai  
Pejabat  Umum, saat  ini  kual i fikasi  
Pejabat  Umum bukan  hanya Notar is 
sa ja ,  melainkan  ada juga Pejabat  
Pem buat  Akta  Tanah  (PPAT),  dan  
Pejabat  Lelang.  Namun  Peran  Notar is 
men jadi  spesia l  karena notar is adalah  
peja bat  umum yang telah  ada sejak  
zaman  pen jajahan  Belanda sebagai  
peja bat  umum yang diber ikan  
kewenangan  khusus yang dia tur  oleh  
Undang-Undang untuk membuat  akta  
oten t ik guna member ikan  kepast ian  
hukum ser ta  melayan i  kepen t ingan  
publ ik di bidang per jan jian  dalam 
lapangan hukum perdata .  
1.4.2 Timbulnya Wewenang Dan 
Kewenangan Notaris 
Dalam pengertian Hukum Tata Negara, 
kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan 
yang diformalkan baik terhadap golongan orang 
tertentu maupun terhadap sesuatu bidang tertentu 
dalam pemerintahan.4Secara etimologis kata 
wewenang berasal dari kata dasar “wenang” yang 
merupakan terjemahan dari competentie (bahasa 
Inggris) atau bevouegheid serta gezag dari bahasa 
Belanda.5 Sejalan dengan pengertian tersebut 
dalam Fockema Andreal dinyatakan bahwa 
bevoegheid berarti wewenang. Sedangkan 
absolute bevoegheid berarti kekuasaan kehakiman 
                                                        
4SF. Marbun, 2003, Peradilan Administrasi 
Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII 
Press, Yogyakarta, h. 123. 
5I  Made Ar ya Utama,  2007,  Hukum 
LingkunganSistem hukum Perizinan  
Berwawasan Lingkungan Untuk  
Pembangunan Berkelanjutan ,  Cet .  1,  
Pustaka Sutra , Bandung,  h . 79  
menentukan pengadilan mana yang berhak untuk 
menangani suatu perkara. Disebutkan pula bahwa 
bevoegheid sama artinya dengan competentie 
yakni wewenang, kekuasaan.6  Dengan demikian 
wewenang berarti identik dengan kekuasaan. 
Dalam hal ini Van Maarseven sebagaimana 
disitir oleh Made Subawa, tidak membedakan 
antara wewenang (competence/bevoegheid) 
dengan kewenangan. Bagi Maarseven, wewenang 
dan kewenangan merupakan kekuasaan hukum 
(rechtsmacht).7Disis lain dilihat dari cara 
memperoleh wewenang, menurut H.D Van Wijk 
bahwa wewenang oleh pemerintah diperoleh 
dengan tiga cara sebagai berikut : 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintah oleh pembuat undang-undang 
kepada suatu organ atau badan 
pemerintahan; 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang 
pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya; 
c. Mandat adalah terjadi ketika organ 
pemerintahan mengijinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain 
atas namanya. 8 
 
Berbeda dengan Van  Wijk,  F.A.M 
Stroink dan  J.G Steenbeek men yebutkan  
bahwa hanya ada dua cara  organ  
pemer intahan  memperoleh  wewenang,  
yai tu a tr ibusi  dan delegasi .  Atribusi  
berkenaan  dengan  penyerahan  
pen yerahan wewenang baru, sedangkan  
delegasi  men yangkut pel impahan  
wewenang yang telah  a da (oleh  organ  
yang telah  memperoleh  wewenang 
secara  a tr ibut i f kepada organ  la in ;  jadi  
                                                        
6NE. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh 
Adiwinata, Boerhanoedin St. Batoeh, 1983, 
Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia,  
Fockema  Andreal Belanda, Binacipta, Jakarta, h. 
74 
7Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi 
Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta, h. 11. 
8Ridwan HR,2010, Hukum Administrasi 
Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h. 108. 
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delegasi  secara  logis sela lu didahului  
oleh  a tr ibusi) . 9 
Dalam kajian  Hukum Admin istr asi 
Negara , mengetahui  sumber  dan cara  
memperoleh  wewenang organ  
pemer intahan  in i  pen t ing karena 
berkenaan  dengan  per tanggungjawaban  
hukum dalam penggunaan  wewenang 
ter sebut ,  sei r ing dengan  salah  satu 
pr insip negara hukum; yai tu t idak ada 
kewenangan  tanpa per tanggungjawaban .  
Di  dalam set iap pember ian  kewenangan  
kepada peja bat  pemer in tahan  ter tentu 
ter si ra t  pertanggungjawaban  dari  
peja bat  yang ber sangkutan .  
Berdasarkan  keterangan  ter sebut  
dia tas,  tampak bahwa wewenang yang  
diperoleh  secara  atr ibut i f i tu ber si fa t  
asl i  yang berasal  dari  peraturan  
perundang-undangan.  Dengan  kata  la in,  
organ  pemerin tahan  memperoleh  
kewenangan  secara  langsung dari  
r edaksi  pasal  ter ten tu dalam suatu 
peraturan perundang-undangan .10Dalam 
hal  a tr ibusi ,  pener ima wewenang dapat  
menciptakan wewenang baru a tau 
memper luas wewenang yang sudah  ada 
dengan  tanggung jawab in t ern  dan  
ekstern  pelaksanaan  wewenang yang 
dia tr ibusikan  sepenuhnya berada pada 
pener iman  wewenang (atributaris ) .Pada 
delegasi  t idak ada penciptaan  
wewenang,  namun hanya ada 
pel impahan  wewenang dar i  pejabat  yang 
satu kepada peja bat  la innya.Tanggung 
ja wab yur idis t idak lagi  berada pada 
pember i  delegasi  (delegans) ,  tetapi  
beral ih  pada pener ima (delegataris) .  
Sementara  itu,  pada mandat , penerima 
mandat (mandataris )  hanya ber t indak 
un tuk dan  a tas nama pember i  mandat  
                                                        
9Ibid,h.105. 
10Ibid, h.108. 
(mandans) ,  tanggung jawab akh ir  
keputusan  yang  diambil  mandatar is 
tetap berada pada mandat . 11 
Terkait  dengan  t imbulnya  
wewenang sebagaimana dipaparkan  
dia tas, kewenangan  yang dimil iki  oleh  
notar is selaku peja bat  umum/publ ik 
adalah  kewenangan  yang ber si fa t  
a tr ibut i f.  Hal  in i  dikarenakan  
kewenangan  yang t imbul  adalah  
kewenangan  yang diatur  dan  diperoleh  
langsung dar i  undang-undang,  
khususnya Undang-undang No.30 tahun  
2004 Ten tang Jabatan  Notar is 
sebagaimana saat  telah  dirubah dengan   
Undang-Undang No.2 Tahun  2014 
Ten tang Perubahan  a tasUndang -Undang 
No.30 tahun  2004 Ten tang Jabatan  
Notar is.  
1.4.3  Majelis Pengawas Notaris 
Terkait pengawasan  Notaris dalam 
menjalankan tugas, fungsi dan jabatannya, Pasal 
67 ayat 1 UUJN menentukan bahwa yang 
mempunyai kewenangan dalam melakukan 
pengawasan adalah mentri. Dalam melaksanakan 
pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis 
Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN) dengan 
beranggotakan orang-orang yang berasal dari 
unsur-unsur (Pasal 67 ayat (3) UUJN): 
a Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 
b Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 
dan 
c Ahli/ akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 
Menurut pasal 68 UUJN bahwa  
Majel is Pengawas Notar is terdir i a tas :  
a Majelis Pengawas Daerah; 
b Majelis Pengawas Wilayah; dan  
c Majelis Pengawas Pusat. 
Majel is Pengawas Daerah  (MPD) 
diben tuk dan  berkedudukan  di  
Kabupaten  a tau Kota ,  Majel is Pengawas  
                                                        
11Ibid,h. 109. 
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Wila yah  (MPW) diben tuk dan  
berkedudukan  di  Ibukota  Propinsi  dan  
Majel is Pengawas Pusat  (MPP) di ben tuk 
dan  berkedudukan  di  Ibukota  Negara.  
Secara  Garis besar  Majel is Pengawas  
Notar is secara  umum mempunyai  ruang 
l ingkup kewenangan  yang dia tur  dalam 
Pasal  63,  Pasal  67,  Pasal  69,  70 huruf a ,  
Pasal  73 a yat  (1)  huruf a  dan  b,  Pasal  
77 huruf a  dan  b ,  Pasal  78 dan  Pasal  79  
UUJN (UU No.30 Tahun  2204 dan  
perubahannya  UU No.2 Tahun  
2014).Majel is Pengawas Notarar is t idak 
hanya mempun yai  kewenangan  di  
bidang pengawasan,  namun  berwenang 
pula  melakukan  pemer iksaan  dan  
pen ja tuhan  sanksi  ter ten tu terhadap 
Notar is yang telah  terbukt i  melakukan  
pelanggaran  a tau perbutan  melawan  
hukum dalam menjalankan  tugas 
jabatannya.  Pengawas Notar is dalam  
menjalankan tugas, fungsi  dan  
kewenangannya sela in  berpedoman  pada 
UUJN,  juga berpedoman  pada peraturan  
ber ikut  in i :  
1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 
2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan 
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, 
Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 
Pengawas Notaris 
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor : M39-PW.07.10 Tahun 
2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Majelis Pengawas Notaris  
II. METODE PENELITIAN 
Penel i t ian  yang penul is gunakan 
adalah penel i t ian  hukum Normat i f.  
Penel i t ian  hukum normat i f yai tu  
penel i t ian  yang menguraikan  terhadap 
permasalahan -permasalahan  yang ada,  
un tuk selan jutnya dibahas dengan  kajian  
teor i - teor i  hukum kemudian  dikai tkan  
dengan  peraturan  perundang-undangan  
yang ber laku dalam praktek 
hukum.12Dalam penel i tian  ini 
permasalahan  yang adadikaji  dan  
diuraikan  dengan  ja lan  menganalisa  
menggunakan  berbagai  teor i  hukum 
ser ta  melalui  penelusuran  dan  
interpretasi  dar i  a turan -aturan  hukum 
yang terkai t  dengan  permasalahan  yang 
ada.  Jen is pendekatan  yang digunakan  
dian taranya  adalah  Pendekatan  
Perundang-undangan  (Statue  
Approach)dan  Pendekatan  Anal isis 
Konsep  Hukum (Anal i t ical  Conceptual  
Approach) .  Dengan  tekn ik pengumpulan  
data  kepustakaan ,  data  yang diperoleh  
dianal isis berdasarkan  metode kual i ta t i f  
selan jutnya disa jikan  secara  deskr ipti f  
anal i ti s.  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1Majel is Kehormatan Notaris dalam 
Lembaga Notariat  
Majelis Kehormatan Notaris merupakan 
lembaga baru yang dihadirkan oleh Lembaga 
notariat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Sebagai lembaga baru Majelis Kehormatan 
Notaris telah memberi warna baru dalam 
pembinaan notaris yang ada di Indonesia, sudah 
sepantasnya diberikan ruang khusus 
berdampingan dengan lembaga lembaga lainnya 
dalam lembaga notariat guna mendukung 
pelaksanaan jabatan notaris yang bersih dan 
profesional. 
Lembaga Majelis Kehormatan Notaris tidak 
muncul seketika, namun melalui proses kebijakan 
yang kemudian secara lebih lanjut dicantumkan 
                                                        
12Soer jono Soekan to dan  Sri 
Mamudji ,  2001,  Penel i t ian Hukum 
Normati f  Suatu Tinjauan  Singkat,edisi  I  
Cetakan V,  PT Raja  Grafindo Per sada 
Jakarta , h . 13.  
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secara tegas dalam Undang-undang no. 2 Tahun 
2014. Untuk diketahui bersama bahwa proses 
terbentuknya lembaga majelis kehormatan 
tersebut diawali dengan adanya permohonan uji 
materiil (judicialreview) terhadap Pasal 66 (ayat 
(1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris yang diajukan Kant Kamalkarena 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Kemudian atas uji materiil tersebut MK 
mengabulkan dengan putusan No. 49/PUUX/2012 
tanggal 23 Maret 2013. Dalam Amar putusan 
tersebut MK membatalkan frasa dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) 
sebagaimana diatur dalam pasal 66 (ayat (1) UU 
No.30 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian 
pemeriksaan proses hukum yang melibatkan 
notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi. 
Keputusan ini bersifat final, mengikat dan harus 
ditaati. 
Sebelum perubahan Pasal 66 dalam Undang-
Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris menyatakan bahwa :  
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, 
penyidik, penuntut umum, atau hakim 
dengan persetujuan Majelis Pengawas 
Daerah berwenang:  
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta 
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; dan 
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam 
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta 
yang dibuatnya atau Protokol Notaris 
yang berada dalam penyimpanan 
Notaris.  
 
Sebelum adanya Putusan  MK, 
Notar is t idak bisa  masuk dalam proses  
peradi lan  un tuk menghadap penyidik,  
penuntut  umum dan / a tau haki m tanpa 
adanya per setu juan  dar i Majel is  
Pengawas Daerah .  Penegak hukum 
terutama pol isi  t idak bisa  langsung 
demi proses peradi lan pidana 
mengambil  dokum en  dalam 
pen yimpanan  Notar is dan  memanggil  
Notar is un tuk hadir  dalam pemer iksaan,  
tanpa adanya per setujua n   dar i  MPD.  
Pasal  66 Undang-Undang No 30 Tahun  
2004 ter sebut  dianggap telah melanggar  
pr insip per samaan  di  depan  hukum 
(equal i ty before the  law)  yang ter sir at  
dalam Pasal  28 ayat  (1)  UUD 1945  
sesuai  dengan  Art icle 26 ICCPR 
(Internat ional  Covenant  onCivi land 
Pol i t ical  Rights )  1966 yang sudah  
dira t i fikasi  oleh  Indonesia  dengan  UU 
No.12/2005.  Di  sin i  di tegaskan  adanya  
per samaan  kedudukan  semua orang di  
depan  hukum dan  hak semua orang atas 
per l indungan  hukum yang sama ( equal  
protect ion )  tanpa adanya diskr imina si.  
Menurut MK,  ada pr insip demokrasi  dan  
rule  of  law yang bisa  di langgar  dengan  
fr asa  ter sebut  di  a tas,  yai tu kekuasaan  
kehakiman  yang merdeka.  Ikut  ser tanya  
MPD juga dianggap bisa  men imbulkan  
penundaan  proses peradi lan  dan  
keadi lan  ( just icedelayed just ic e  denied ).  
Sementara  penundaan  keadi lan  juga 
melanggar  HAM (delay of  just ice  
isv iolat ion of  human rights ) .  
Perkecual ian  tentu sa ja  dimungkinkan  
terhadap kedudukan  Notar is sepan jang 
berkai tan  dengan  Kode Et ik Notar is 
yang ber sen tuhan  dengan  sikap,  t ingkah  
laku dan  morali tas ser ta  kehormatan  
Notar is,  bukan dalam penegakan hukum,  
khususnya sistem peradi lan pidana 
(criminal  just ice  system )13.   
Men yikapi  putusan  Mahkamah 
Konst i tusi  ter sebut  kemudian  
pemer intah  melalui  Menter i  Hukum dan  
Hak Asasi  Manusia  mengadakan  
perubahan  terhadap Undang -Undang 
                                                        
13http://medianotaris.com/pasca_putusan_m
k_kalau_benar_dan_taat_hukum_mengapa_resah
_berita304.html 
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No.30 Tahun  2004 dengan  Undang -
Undang No.  2 Tahun 2014.  
Dalam Undang-Undang yang baru 
ter sebut  kewenangan  un tuk member ikan  
per setujuan  pemanggi lan  Notaris t idak 
dapat  di lakukan  lagi oleh  Majel is  
Pengawas Daerah . Namun  ji ka  dicermati  
di  dalam Pasal 66 muncul  lembaga yang 
berbeda yai tu Majel is Kehormatan  
Notar is.  Berdasarkan  perubahan  Pasal  
66 ter sebut  dimana kewenangan  Majel is  
Pengawas Daerah  dalam member ikan  
per setujuan  terhadap pemer ikasaan  
Notar is oleh  penegak hukum t idak 
ber laku lagi  digan t i  dengan  kewenangan  
Majel is Kehormatan Notar is.  Dian tara  
Pasal  66 dan  Pasal  67 ada pasal  yang 
disisipkan,  yakn i  Pasal  66A yang 
mengatur  ten tang Majel is Kehormatan  
Notar is.  Lem baga in i  seakan  menggan ti  
kewenangan  yang semula  dimiliki  o leh  
Majel is Pengawas  Daerah ,  yang 
sebelumnya MPD sebagaimana pasal  1 
angka 6 Undang-Undang No 30 tahun  
2004 menyatakan  “Majel is  Pengawas  
adalah  suatu badan  yang mempunyai  
kewenangan  dan  kewaji banun tuk 
melaksanakan  pembinaan  dan  
pengawasan  terhadap Notar is” .  Maka 
per tanyaan  yang t imbul  adalah  apakah  
kewenangan  yang dimil iki Majel is  
Kehormatan  Notaris ini  sama dengan  
Majel is Pengawas  yai tu pembinaan  dan  
pengawasan  terhadap notaris sebagai  
peja bat  publ ik dalam menjalankan  kode 
et iknya?.  
Jika  ki ta  l ihat  dar i  pasal  66 dan 
pasal  66 A Undang-Undang No.2 Tahun  
2014 maka kedudukan  an tara  Majel is  
Pengawas dengan  Majel is Kehormatan  
adalah sama,  yai tu sama -sama mewaki l i  
men teri  Hukum dan  hak Asasi  Manusia  
dengan  kewenangan  yang ber si fa t  
a tr ibut i f,  dimana un tuk kewenangan  
Majel is pengawas adalah  mengadakan  
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 
notar is sedangkan  un tuk Majel is  
Kehormatan  kewenangannya adalah  
mengadakan  pembinaan  notar is sebagai  
peja bat  publ ik dalam menjalankan  kode 
et ik profesin ya.  Terkai t  hal  ter sebut  
per lu ketegasan  pembatasan  kewenangan  
yang di tuangkan  dalam peraturan  
pelaksana ser ta  per lu adanya st r a t i fikasi  
secara  h ir arki  dalam l ingkup 
kewenangan,  agar  para  pihak yang 
berkepen t ingan  langsung dengan  tugas 
fungsi  notaris selaku peja bat  publ ik  
t idak kebingungan  dan  seakan -akan  
profesi  notar is merupakan  profesi  yang 
eksklusi f yang t idak bisa  ter senuh  
(untuchable  profession)   ol eh  hukum,  
apabi la  ter jadi kasus penyal ahgunaan  
wewenang oleh  notar is.  
3.2 Ruang Lingkup Kewenangan Majelis 
Kehormatan Notaris dan Majelis 
Pengawas Notaris 
Majel is Pengawas Notar is 
merupakan  bagian  dar i  lembaga notar iat  
yang mana dalam pasal  1 angka 6 
Undang-Undang No.30 Tahun  2004 Jo.  
Undang-Undang No.2 tahun  2014 
ten tang Jabatan  Notar is merupakan  
suatu badan  yang mempunyai  
kewenangan dan  kewaji ban  un tuk 
melaksanakan  pembinaan  dan  
pengawasan  terhadap Notar is yang 
mel iput i  peri laku dan  pelaksanaan  
jabatan  Notar is.  Secara  Gar is besar  
Majel is Pengawas Notar is secara umum 
mempunyai  ruang l ingkup kewenangan  
yang dia tur  dalam Pa sal  63,  Pasal  67,  
Pasal  69,  70 huruf a ,  Pasal  73 a yat  (1 )  
huruf a  dan  b,  Pasal  77 huruf a  dan  b ,  
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Pasal  78 dan Pasal  79 UUJN (UU No.30  
Tahun  2204 dan  perubahannya  UU No.2  
Tahun  2014).  Disamping i tu mengenai  
Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  
Susunan  Organisa si ,  Tata  Ker ja ,  
Pedoman  Ker ja  ser ta  Tata  Cara  
Pemer iksaan  Majel is Pengawas  Notar is 
dia tur  secara  khusus dan terper inci  
dalam Keputusan  Menter i Hukum dan  
Hak Asasi  Manusia  RI  Nom or  :  M39 -
PW.07.10 Tahun  2004 dan Peraturan  
Menter i  Hukum Dan  Hak Asasi  Manusia  
RI Nomor  :  M.02.PR.08.10 Tahun  2004.  
Majel is Kehormatan  notaris 
sebagaimana lembaga notar ia t  yang baru 
muncul  setelah  diadakannya perubahan  
UUJN dengan  undang-Undang No.2  
Tahun  2014,  terkai t ruang l ingkup yang 
dimil iki  dia tur  dalam Pasal  66 dan  66 
Huruf A yang menyatakan sebagai  
ber ikut  :  
Pasal  66 
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, 
penyidik, penuntut umum, atau hakim 
dengan persetujuan majelis kehormatan 
Notaris berwenang:  
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta 
dan/atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris; 
dan  
b. Memanggil Notaris untuk hadir 
dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan Akta atau Protokol Notaris 
yang berada dalam penyimpanan 
Notaris.  
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau 
surat-surat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a,dibuat berita acara 
penyerahan.  
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya surat 
permintaan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib 
memberikan jawaban menerima atau 
menolak permintaan persetujuan.  
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris 
tidak memberikan jawaban dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), majelis kehormatan Notaris 
dianggap menerima permintaan 
persetujuan.” 
 
 
Pasal  66A 
(1) Dalam melaksanakan pembinaan, 
Menteri membentuk majelis kehormatan 
Notaris.  
(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 
(tujuh) orang, terdiri atas unsur:  
a .  Notaris seban yak 3 ( t iga) orang;  
b.  Pemer in tah  sebanyak 2  (dua)  
orang;  dan  
c.  ah li  a tau akademisi  seban yak 2  
(dua) orang.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas 
dan fungsi, syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian, 
struktur organisasi, tata kerja, dan 
anggaran majelis kehormatan Notaris 
diatur dengan Peraturan Menteri.”  
 
Jika  ki ta  kaji  dar i  bunyi  pasal  66 
dan  Pasal  66A ter sebut  dia tas maka,  
dapat  di l ihat  bahwa Majel is Kehormatan  
Notar is di isyaratkan  un tuk diben tuk 
dengan  kewenangan  un tuk pembinaan  
guna membantu Menter i Hukum d an  
HAM dalam upaya melakukan  
pembinaan  terhadap Notar is sebagai  
peja bat  publ ik terkai t  dengan  adanya  
kepen t ingan  proses peradi lan,  
pen yidikan,  tun tutan  hukum baik oleh  
pol isi ,  jaksa  selaku penun tut  umum atau 
hakim.  Dalam hal  ini  ter jadi  maka 
Majel is Kehormatan  Notaris dapat  
mengambil  keputusan  un tuk 
member ikan  per setujuan  a tau t idak 
terkai t  dengan  permin taan  pemanggi lan  
notar is ser ta  pemeriksaan  fot okopi  
Minuta  Akta  dan/a tau surat -surat  yang 
di lekatkan  pada Minuta  Akta  a tau 
Protokol  Notar is yang ada dalam 
pen yimpanan  Notaris.  
Terkait  mengenai  l ingkup 
kewenangan  Majel is Kehormatan  
Notar is ter sebut ,  ada beberapa hal  
men jadi  fokus per tanyaan  dan  perlu 
dibahas yai tu apakah   Majel is  
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Kehormatan  Notar is sebagaimana 
dimaksud sama dengan  Dewan  
Kehormatan  Notaris Ikat an  Notar is 
Indonesia  (INI)?.   
Un tuk diketahui  bahwa Dewan  
Kehormatan Notar is INI adalah lembaga 
internal INI yang mandir i dan  bebas dar i  
keberpihakan  dalam Perkumpulan  yang 
ber tugas un tuk :  
 Melakukan pembinaan, bimbingan, 
pengawasan, pembenahan anggota dalam 
menjunjung tinggi kode etik; 
 Memeriksa dan mengambil keputusan atas 
dugaan pelanggaran ketentuan kode etik 
yang bersifat internal atau yang tidak 
mempunyai kaitan dengan kepentingan 
masyarakat secara langsung; 
 Memberikan saran dan pendapat kepada 
Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran 
Kode Etik dan jabatan Notaris 
Dewan  Kehormatan  INI diben tuk 
didalam pekumpulan INI hanya  
mempunyai  kewenangan  penegakan  
kode et ik kedalam perkumpulan sa ja .  
Sangat  jelas hal  in i berbeda dengan  
Majel is Kehormatan  Notar is  yang ada 
dan  diben tuk oleh  Menter i  Hukum dan  
HAM yang ber tugas memban tu Menteri  
terkai t kewenangan  Pembinaan  terhadap 
notar is selaku pejabat  publ ik.   
Hal  la in terkai t  keberadaan  Majel is 
Kehormatan Notar is adalah  adanya  
per ten tangan  norma sebagaimana diatur  
dalam Pasal  1 Angka 6 dengan  Pasal  
66A Undang-Undang No.2 Tahun  2014 
ten tang Perubahan  a tas Undang -Undang 
No.30 Tahun  2004.  Dalam keten tuan  
pasal  1 angka 6 ter sebut  kewenangan  
Majel is Pengawas mempunyai  2 (dua) 
kewenangan  yai tu pengawasan  dan  
pembinaan ,  yang ber tolak belakang 
dengan  keten tuan pasal  67Undang -
Undang No.2 Tahun  2014 ten tang 
Perubahan  a tas Undang-Undang No.30 
Tahun  2004.  Sedangkan  kewenangan  
pembinaan  oleh  Majel is Kehormatan  
Notar is sebagaimana dia tur  dalam pasal  
66A juga dimil iki  oleh  Majel i s  
Pengawas Notar is sebagaimana 
disebutkan  dalam pasal  1 angka 6 
ter sebut .  Per ten tangan  norma ini  
menyeba bkan  kekaburan  norma terkait  
wi la yah  kewenangan  pembinaan  mana 
yang dimil iki oleh  Majel is Pengawas  
ter sebut .  Dalam ini  per lu pen jelasan  
lebih  lan jut  dal am pen jelasan  umum 
Undang-Undang No.2 Tahun  2014,  tapi  
dalam kenyataannya hal  ter sebut  t idak 
ada. Oleh  sebab i tu,  saran  penul is 
sebaiknya per lu perubahan  terhadap 
Undang-Undang terkai t .   
Disamping i tu mengenai 
kewenangan  pembinaan  notar is selaku 
peja bat  pu bl ikterkai t  dengan  adanya  
kepen t ingan  proses peradi lan,  
pen yidikan,  tun tutan  hukum baik oleh  
pol isi ,  jaksa  selaku penun tut  umum atau 
hakim oleh  Majel is Kehormatan  
sebagaimana per intah  Pasal  66A 
Ayat(3) ,  un tuk pengaturan  lebih  lan jut  
dalam Peraturan Menteri  tentang tugas 
dan fungsi ,  syarat  dan  ta ta cara  
pengangkatan  danpemberhen tian,  
st ruktur  organisasi ,  tata  ker ja ,  dan  
anggaran  majel is kehormatan  Notar is 
sebaiknya segera  di  laksanakan .  Dal  ini  
di tujukan agar t idak ada lagi  kekaburan  
norma terkai t  wi la yah  ke wenangan  dari  
Majel is Kehormatan  Notar is. Disisi  lain  
Keputusan  Menter i Hukum dan  Hak 
Asasi  Manusia  RI Nomor  :  M39 -
PW.07.10 Tahun  2004 dan Peraturan  
Menter i  Hukum Dan  Hak Asasi  Manusia  
RI Nom or  :  M.02.PR.08.10 Tahun  2004 
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yang telah  ada,  per lu di t in jau lebi h  
lan jut  untuk segera  diadakan  perubahan  
terkai t  dengan  munculnya Lembaga  
Majel is Kehormatan  Notar is,  agar  t idak 
ter jadi  tumpang tindih  kewenangan  
antara Majel is Pengawas.  
3.3 Legalitas Kewenangan Majelis 
Kehormatan Notaris 
Asas legal i tas merupakan  salah  sa tu 
pr insip utama yang di jadikan  dasar  
dalam set iap penyelenggaraan  
pemer intahan  dan  kenegaraan  di  set iap 
negara  hukum terutama bagi  negara -
negara  hukum dalam sistem kont inen ta l.  
Menurut  S.  F Marbun  asas legal itas 
adalah  sa lah  sa tu asas dalam negara  
hukum demokrasi  dimana wewenang 
a tau kekuasaan  administr asi  negara  
diperoleh  a tas dasar  Undang - undang.14 
Hukum Pidana dan  Hukum Admin istrasi  
Negara  juga mengenal  adanya asas  
legal i tas,  karena asas in i  merupakan  
sendi  utama penyelenggaraan  
kenegaraan  dan  pemer intahan  yang 
si fa tn ya sen tral  sebagai  suatu fundamen  
dari  negara  hukum.  Secara  normat i f,  
pr insip bahwa set iap t indakan  
pemer intah  harus berdasarkan  peraturan  
perundang-undangan  atau berdasarkan  
kewenangan  dianut oleh  set iap negara  
hukum,  namun  dalam prakt iknya  
penerapan  prinsip in i  berbeda -beda  
antara sa tu negara dan negara  la in .  
Negara  hukum menun tut agar 
pen yel enggaraan urusan  kenegaraan  dan  
pemer intahan  harus didasarkan  pada 
undang-undang yang dapat  member ikan  
jaminan  terhadap hak-hak dasar  r akyat ,  
                                                        
14Marbun,  S.F. ,  2001,  Menggal i  dan 
Menemukan Asas-asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik  di  Indonesia 
(Dimensi -Dimensi  Pemikiran Hukum 
Administrasi  Negara) ,  UII  Press ,  
Yogyakar ta , hal.211.  
dan  dalam h al  in i  asas legal itaslah  yang 
men jadi  dasar  legi timasi  t indakan  
pemer intahan  dan  jaminan  per l indungan  
dari  hak-hak rakyat .  Menurut  Sjachran  
Basah ,  asas legal i tas berar t i upaya  
mewujudkan  duet  in tegral secara  
harmonis an tara  paham kedaulatan  
hukum dan  paham kedaulatan  r akyat  
berdasarkan  pr insip monodual ist is 
selaku pi lar -pi lar ,  yang si fa t  hakikatnya  
konst i tut i f. 15 
Penerapan  asas legal i tas,  akan 
menun jang ber lakunya kepast ian  hukum 
dan  kesamaan  per lakuan .  Kesamaan  
per lakuan  ter jadi  karena set iap orang 
yang ber ada dalam si tuasi  yang 
di ten tukan  dalam keten tuan  undang -
undang i tu berhak dan  berkewaji ban  
un tuk berbuat  seper t i  apa yang 
di ten tukan  undang-undang i tu.  
Sementara  i tu,  kepast ian  hukum akan  
ter jadi  karena suatu peraturan dapat  
membuat  semua t indakan  yang akan  
di lakukan pemer in tah i tu dapat  
di ramalkan  a tau diperkirakan  ter lebih  
dahulu,  dengan  mel ihat  pada peraturan -
peraturan  yang ber laku,  maka pada 
asasnya la lu dapat  di l ihat  a tau 
diharapkan  apa yang akan  di lakukan  
oleh  aparat pemer in tah  yang 
ber sangkutan . Den gan demikian,  warga 
masyarakat  la lu dapat menyesuaikan  
dengan  keadaan  ter sebut  16.  
Disamping i tu,   H.D.  Stout  dalam 
bukun ya Ridwan ,  Hukum Admin istrasi  
Negara  mengatakan  “Het  
                                                        
15Sjachran ,  Basah. ,  1992, 
Perl indungan Hukum Atas Sikap Tindak 
administrasi  Negara,  Alumni,  Bandung,  
hal .2.  
16Indroharto. ,  1993,  Usaha 
Memahami Undang-Undang Tentang 
Peradi lan Tata Usaha Negara buku  ke 
I ,  Pustaka Sinar  harapan ,  Jakarta ,  hal.  
83-84.  
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legal i te i tsbeginsel  beoogt  de  
rechtposi t ie  van de burger jegens de  
overheid te  waarborgen”  yai tu asas  
legal i tas dimaksudkan  un tuk 
member ikan  jaminan  kedudukan  hukum 
warga negara  terhadap pemer in tah  
dimana pemer in tah  hanya dapat  
melakukan  perbuatan hukum jika  
memil iki  legal itas a tau didasarkan  pada 
undang-undang yang merupakan  
perwujudan  aspirasi  warga negara 17.  
Dalam negara  hukum demokrat is,  
t indakan  pemer in tah  hanya  mendapatkan  
legi t imasi  dar i  r akyat  yang secara  
formal  ter tuang dalam undang -undang. 
Terkait konsep asas legalitas tersebut notaris 
selaku pejabat publik dalam melaksanakan fungsi 
jabatannya dalam membuat akta otentik 
didasarkan atas Undang-Undang jabatan yang 
berfungsi untuk memberikan kepastian hukum 
dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. 
Undang-Undang jabatan sebagaimana dimaksud 
saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris. Jika dilihat dari sejarah keberadaannya di 
Indonesia Notaris merupakan profesi yang ada 
sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pada 
waktu itu profesi notaris yang disebut juga 
“Notarium Publicum” bertugas melayani guna 
melakukan pencatatan keperluan para penduduk 
dan para pedagang seperti pembuatan surat wasiat 
di bawah tangan, kontrak perdagangan, perjanjian 
kawin, serta akta –akta lainnya. Sebagai negara 
yang pernah dijajah maka sistem hukum yang 
berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas 
fungsi notaris adalah warisan dari pemerintah 
kolonial belanda yang berdasarkan atas asas 
Konkordansi berlaku di Indonesia.  
                                                        
17Ridwan ,  H.R. ,  2006,  Hukum 
Administrasi  Negara ,  PT.  Raja  Grafindo 
Per sada,  Jakarta , hal.97 -98. 
 
Adapun produk peraturan perundang-
undangan yang mengatur legalitas kewenangan 
tugas dan fungsi notaris sebelum  berlakunya 
Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris, adalah : 
1). Reglement Op Het Notaris Ambt in 
Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana 
telahdiubah terakhir dalam Lembaran 
Negara Tahun 1954 Nomor 101; 
2). Ordonantie 16 September 1931 tentang 
Honorarium Notaris; 
3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. 
tentang Wakil Notaris dan Wakil 
NotarisSementara (Lembaran Negara Tahun 
1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 700); 
4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-
undangNomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4379); dan 
5). Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 
1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. 
Peraturan  yang ber laku ter sebut  
dia tas sebagian  besar  masih  didasarkan  
a tas peraturan  perundang-undangan  
zaman kolon ia l  dan  sebagian lagi  
merupakan peraturan  perundang -
undangan  nasional . Peraturan  
perundang-undangan  ter sebut  dianggap 
t idak lagi  sesuai  dengan  perkembangan  
zaman seh ingga berdasarkan  pasal  91 ke 
5 peraturan  perundang -undangan  
ter sebut  di cabut  dan  digant i  dengan  
Undang-Undang No.  30 tahun  2004 
sebagaimana kemudian  telah  dirubah  
men jadi  Undang-Undang No.2 Tahun  
2014 ten tang Jabatan  Notar is.  
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Dalam Undang-Undang Jabatan 
Notar is saat  ini  ada 2 lembaga notar iat  
yai tu Majel is Pengawa s  Notar is dan  
Majel is Kehormatan  Notar is.  
Kewenangan  khusus untuk Majel is  
Pengawas Notar is diatur  dalam Pasal  
63,  Pasal  67,  Pasal  69,  70 huruf a ,  Pasal  
73 ayat  (1)  huruf a  dan b,  Pasal  77 
huruf a  dan b ,  Pasal  78 dan  Pasal  79 
UUJN (UU No.30 Tahun  2204 dan  
perubahannya  UU No.2 Tahun  2014).  
Disamping itu mengenai  Tata Cara  
Pengangkatan Anggota , Susunan  
Organ isasi,  Tata  Ker ja ,  Pedoman  Ker ja  
ser ta  Tata Cara Pemer iksaan Majel is  
Pengawas Notar is dia tur  secara  khusus 
dan terperinci  dalam Keputusan Menteri  
Hukum dan  Hak Asasi  Manusia  RI 
Nom or  :  M39-PW.07.10 Tahun  2004 dan  
Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  
Asasi  Manusia  RI Nomor  :  
M.02.PR.08.10 Tahun  2004. Sebagai  
bagian  dari  lembaga notaria t  yang ada 
Majel is Pengawas Notar is telah  
mempunyai  dasar  hukum yang kuat  
dalam menjalankan  tugasnya dan  dari  
se jumlah  pengaturan  peraturan  ter sebut  
dapat  disimpulkan bahwa Majel is  
Pengawas Notar is mempunyai  
kewenangan  dalam melakukan  
pengawasan ,  pemeriksaan  dan  
pen ja tuhan  sanksi.  Namun  hal  ter sebut  
t idak ser ta  mer ta  membuat  legal i t as 
Majel is Pengawas  Notar is kuat ,  hal  ini  
dapat  di l ihat  dar i  adanya gugatan  di  
Mahkamah Konst i tusi  terkait  
kewenangan  dar i  Majel is Pengawas  
Daerah  dalam  proses peradi lan  
sebagaiamana dia tur  dalam pasal  66 
Undang-undang No.30 Tahun  2004 
ten tang Jabatan Notar is.Hasi l  keputusan  
terkai t pengajuan  gugatan ter sebut  
adalah dibata lkannya Pasal  66 ter sebut  
dimana Mahkamah  Konst itusi  
menyatakan  proses peradi lan  guna 
mengambil  dokum en  dalam 
pen yimpanan  notar is dan  memanggil  
notar is un tuk hadir  dalam 
pemer iksaan  yang berkai tan  dengan  
dokumen -dokumen  yang dibuatnya t idak 
per lu memin ta  per setujuan  MPD.  
Prosedur  per setujuan  i tu dini lai  
ber ten tangan  dengan  prinsip  equal  
protect ion  sebagaimana yang di jamin  
UUD 1945 18.  
Setelah  dibata lkannya pasal  
ter sebut ,  Men ter i  Hukum dan  HAM 
menindaklan jut inya dengan mengadakan  
perubahan  Undang-Undang No.30 Tahun  
2004 dengan  mengundangkan  Undang -
Undang No.2 tahun  2014 pada tanggal  
15 Januar i  2014.  Namun  kon trofer si  
yang ter jadi  adalah  pasal  66 yang 
dirubah  dalam Undang-Undang No.2 
tahun  2014 ter sebut  memunculkan  
lembaga baru dari  Majel is Pengawas  
daerah  men jadi  Majel is Kehormatan  
Notar is.  Pasal  66 in i  hanya menggan ti  
lembaga yang berwenang member ikan  
per setujuan  dalammemanggi l  Notar is 
un tuk hadir  dalam pemeriksaan  ser ta  
mengambil  fot okopi  Mi nuta  Akta  
dan/a tau surat -surat  yang di lekatkan  
pada Minuta  Akta  a tau Protokol  Notar is 
yang ada dalam penyimpanan  Notar is.  
Ibarat  hanya gan t i baju,  apa yang 
men jadi  per t imbangan  dalam diktum 
putusan  Mahkamah  Konst i tusi  t idak 
men jadi  hal mendasar  dalam perubahan  
Undang-Undang No.30 Tahun  2004 
ter sebut .  Ni la i -n i la i  equal  protect ion  
kepada semua warga negara ,  prinsip 
                                                        
18http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt
51a4b3374d208/pemeriksaan-notaris-tak-perlu-
persetujuan-mpd. 
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demokrasi  dan rule  of  law 
darikekuasaan  kehakiman  yang merdeka 
seakan  t idak diindahkan dengan  adanya  
fr asa  “dengan per setujuan”. Padahal  
keinginan  dari  pihak yang nengajukan  
gugatan  ke MK t er sebut  adalah  
menghapuskan  star ti fikasi  lembaga  
notar ia t  dalam mel indungi  notar is dari  
kepen t ingan  umum terkait  adanya t indak 
pidana yang di lakukan  oleh  pejabat  
notar is.  
Disisi  la in  adanya lem baga Majel is  
Kehormatan  notar is memba wa warna 
baru yang per lu mendapatkan  ketegasan  
bahwa ada beberapa hal  yang perlu 
dia tur  secara  lebih  lan jut ,  sebagaimana 
yang diper in tahkan  dalam pasal  66 A 
a yat  (3)  terkait  keten tuan  lebih  lan jut  
mengenai  tugas dan fungsi ,  syarat  dan  
ta ta  cara  pengangkatan  
danpemberhen t ian ,  struktur  organ isasi,  
ta ta  ker ja ,  dan  anggaran  majel is  
kehormatan  Notar is yang dia turdengan  
Peraturan  Menter i.  Walaupun secara  
legal i tas (Rechtmat igheid)  kewenangan  
yang dimil iki  oleh  Majel is Kehormatan  
Notar is sah,  karena ber sumber  dari  
Undang-Undang No.2 Tahun  2014 yang 
merupakan  kewenangan  yang ber si fa t  
atribut i f ,  namun  dalam pelaksanaan  
kewenangan  ter sebut  per lu adanya  
beberapa peraturan  yang mendukung 
sebagai  panduan ser ta arahan  dalam 
pelaksanaan  kebi jakan  agar  tidak ter jadi  
pen yalahgunaan  wewenang.  Peraturan  
lebih  lan jut  mengenai  pengaturan  dari  
kewenagan  majel is Kehormatan  Notar is 
sela in  ber fungsi  sebagai  arahan  dasar  
pelaksanan  kewenangan,  dalam hukum 
admin istr asi negara  peraturan ter tul is 
ter sebut  dapat  ber fungsi  sebagai  a lat  
un tuk menguji  suatu keabsahan  t idakan  
ser ta  kebi jakan  yang dibuat  oleh  
Pejabat /  Badan  administ rasi  Negara  
khususnya Majel is Kehormatan  Notar is 
ter sebut .   
Setelah  adanya Majel is Kehormatan 
Notar is un tuk menggant i  kewenangan  
yang semula  dimil iki  oleh  Majel is  
Pengawas Da erah  (MPD),  mensyaratkan  
adanya perubahan terhadap ruang 
l ingkup kewenangan  masing masing 
lembaga notar iat  ter sebut .  Sebagaimana 
diketahui  bah wa kewenangan  Majel is  
Pengawas Notar is sela in  diatur  dalam 
Undang-Undang No.2 tahun  2014 
Ten tang Perubahan  a tas Undang -Undang 
No.30 Tahun 2004 Ten tang jabatan  
Notar is,  Kewenangan  ter sebut  dia tur  
juga dalam Peraturan  Menteri  Hukum  
Dan  Hak Asasi  Manusia  RI Nom or  :  
M.02.PR.08.10 Tahun  2004 Ten tang 
Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  
Susunan  Organ isasi ,  Tata  Ker ja ,  Dan  
Tata Cara Pemer iksaan Majel is  
Pengawas Notar is dan  Keputusan  
Menter i  Hukum dan Hak Asasi  Manusia  
RI Nom or  :  M39-PW.07.10 Tahun  2004 
Ten tang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas 
Majel is Pengawas Notar is.  Apabi la  
nant inya peraturan  lan jutan  yang 
mengatur  kewenangan  Majel is  
Kehormatan  Notar is telah  diundangkan  
sebagaimana perin tah  dari  Pasal  66 A 
a yat  (3) ,  maka secara  langsung akan  
mengurangi  kewenangan  yang semula  
dimil iki  oleh  Majel is Pengawas Notar is,  
seh ingga sudah  seharusnya peraturan -
peraturan  ter sebut  dia tas di rubah/  
disesuaikan  dengan  perkembangan  
hukum yang ada.  Walaupun  secara  tegas  
bahwa l ingkup kewenangan baik Majel is  
Pengawas di  bidang pengawasan  yang 
dia tur  dalam pasal  67 ayat  (2)  dan  
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Majel is Kehormatan  Notar is di  bidang 
pembinaan  sebagaimana yang dia tur  
dalam Pasal  66 A ayat  (1)Undang -
Undang No.2 Tahun  2014,  tetap 
diper lukan  adanya pengaturan  lebih  
lan jut  yang lebih  tegas agar  t idak 
ter jadi  per ten tangan  norma dan  tumpang 
t indih  kewenangan  dian tara  kedua 
lembaga notar ia t  ter sebut .  Seh ingga 
dalam hal  in i  penul is menyimpulkan  
bahwa per lu segera  melaksanakan  
per in tah Undang-Undang No.2 Tahun  
2014,  secara  umum  sebagaimana 
ter tuang dalam Pasal  91B dan  secara  
khusus mengenai  Majel is Kehormatan  
Notar is dalam Pasal  66A ayat  (3) .  
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN  
4.1 Kesimpulan  
1.  Implikasi yur idis yang ter jadi 
terkai t ruang l ingkup keberadaan 
Majel is Kehormatan  Notar is adalah 
adanya per ten tangan  norma diantara 
keten tuan  sebagaimana dia tur  dalam 
Pasal  1 Angka 6 dengan  Pasal  66A 
Undang-Undang No.2 Tahun  2014 
ten tang Perubahan  atas Undang -
Undang No.30 Tahun  2004.  Dalam 
keten tuan  pasal  1 angka 6 ter sebut  
kewenangan  Majel is Pengawas  
mempunyai  2 (dua) kewenangan 
yai tu pengawasan  dan  pembinaan , 
yang ber tolak belakang dengan 
keten tuan  pasal  67 Undang -Undang 
No.2 Tahun  2014 ten tang Perubahan 
a tas Undang-Undang No.30 Tahun 
2004.  Sedangkan  kewenangan 
pembinaan  oleh  Majel is  
Kehormatan Notar is sebagaimana 
dia tur  dalam pasal  66A juga 
dimi l iki  oleh  Majel is Pengawas  
Notar is sebagaimana disebutkan  
dalam pasal 1 angka 6 ter sebut .  
Disi  la in  tidak dican tumkan 
mengenai  apa yang dimaksud 
majel is kehormatan  notar is dalam 
keten tuan  umum menimbulkan 
adanya keka buran norma.   
2.  Secara  legali tas (Rechtmatigheid) 
kewenangan  yang dimiliki  oleh  
Majel is Kehormatan  Notar is sah , 
karena ber sumber  dar i  Undang -
Undang No.2 Tahun 2014 yang 
merupakan kewenangan  yang 
ber si fa t  atribut i f ,  namun  dalam 
pelaksanaan  kewenangan  ter sebut  
memer lukan  beberapa peraturan 
yang mendukung sebagai  panduan 
ser ta  arahan  dalam pelaksanaan 
kebi jakan  agar t idak ter jadi 
per ten tangan  kewenangan , 
sebagaimana per in tah  dar i  pasal 
66A a yat  (3)  Undang-Undang No.2  
Tahun  2014. Disamping legal i tas 
kewenangan  Majel is Kehormatan 
Notar is adalah  sah seca ra  hukum, 
kedudukannya dengan lembaga  
Majel is Pengawas Notar is sederaja t  
namun , tugas, fungsi  dan ruang 
l ingkup kewenangan yang dimil iki 
masing masing lembaga ter sebut  
berbeda.  
4.2 Saran 
1.   Per lu segera  adanya peraturan 
men teri  yang mengatur  khusus 
ten tangtugas dan  fungsi ,  syarat  dan 
ta ta  cara  pengangkatan  dan 
pemberhent ian,  struktur  organ isasi ,  
ta ta  ker ja ,  dan  anggaran  Majel is 
Kehormatan  Notaris,  seh ingga t idak 
ada tumpang t indih dengan l ingkup 
kewenangan  dengan  lembaga 
notar ia t  la in  sebagaimana dengan 
majel is pengawas notaris  
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2.  Per lunya perubahan  terhadap 
Keputusan  Menteri  Hukum dan  Hak 
Asasi  Manusia  RI Nom or  :  M39 -
PW.07.10 Tahun  2004 dan 
Peraturan  Menter i  Hukum Dan  Hak 
Asasi  Manusia  RI Nom or  :  
M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 
seh ingga batas wewenang,  tugas 
dan  fungsi  dar i  majel is pengawas  
t idak sa l ing tumpang t indih  dengan  
Majel is Kehormatan   Notar is.  
Per lu ada peraturan  pelaksana dari  
Undang–Undang No.2 tahun  2014 
Ten tang Perubahan  Atas Undang -
Undang No.30 tahun  2004 Ten tang 
jabatan  Notar is sebagaimana per in tah  
dari  pasal  91B Undang-undang 
ter sebut  dia tas.  
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